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Menimbang '. a.

Mengingat : 1.

b.

bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah yang

tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel
perlu adanya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah sesuai kaidah pengelolaan publik yang efektif, efisien,
transparan dan tanggung jawab;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bolaang

Mongondow Utara tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959

tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll di Sulawesi

(Lemblran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959,

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);
Undang-Undang Repubtik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

tentang undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negari Republii Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi,

Kolusi dan-NepotismJ(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);
Undang-undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentanj Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

f ndonelia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

Unlang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2oo4 tentang Pembentukan
peratuian perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

fndonesia Tahun iOOq Nomor 53, Tapbahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4389\''{

3.

4.

t



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

8. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana tehh diubah dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438):
10. Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupiten Bollang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4686);
ll.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 200! tentang

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

T;hun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4049);
tz. ieraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

l3.Peiaturan Pemerintah Nomot & Tahun 2005 tentang- pi"i...n Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

ReDublik Indonesia Nomor 4574);
l4.Peraluran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang uana

e"ritl"ng"n (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublrK

lndonesia Nomor 4575);
15. P;;t";; Pemenntah'Nomor 56 Tahun 2oo5 tentang sistim'in-to#""i 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara

Reoublik Indonesia Nomor 4576);

16;;i;t";;; iemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentans Hibah'- 
iL"tU-"i"n Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

is9. ii;b"nri L"mbaian Negara Republik Indonesia Nomor

4577t:
'n .e-e'rahran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
'' 'b.no"ror""n 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara. Republik

lndo-nesia Tahun 2005 Nomor 140' Tambahan LemDaran

Neoara Republik Indonesia Nomor 4578):

ra. P"tltui"n i"turintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penvusunan dan Penerapan Standar Petayanan Minimal

ii#u";" N.sara Republik Indonesia Tahun.2005 NtTgIjsS;
iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555):f



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintiahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4737);

2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

22.Peralutan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

23.Peratuian Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

25.Peratwan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondovv Utara Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang

menjadi ksi,enangan penrerintah Daerah lGbupabn Bohang

tr,tonlgondd., I'Jtara (Lembaran Daerah lGbupabn Bolaang

Monlondou Utara Tahun 2008 Nornor 2, Tambahan Lernbaran

Oaeratr XaOupaten Bolaang Mongordon utara Nornor2);

2T.Peraluran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Nomor 09 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Utara Tahun

Anggiran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang

Moln-gondow Utara Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan

Lem6aran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Nomor 46):

METSUTUSKAN

BUPATI BOLMNG MONGONDOW UTARA

srSiir'l 
" oeH PRosEDUR PENGELoLAAN
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TENTANG
KEUANGAN
UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

T. O"ut"rt aoatan fioupaten Bilaangfvlongondow Utara;

i. F"t"ii"i"n Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
- 

b"t"tini"nan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pTl,3ttlil 
U

oEn6an prinsip otonomi seluas-luasnya dalam slstrm oaT



3.

prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD:
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
Dada SKPD.

BAB I.
SISTEI' DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam Peraluran Bupati ini yang dimaksud dengan Pengelolaan
Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencnnaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 3

Sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan,
dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang substansinya
meliDuti :

'1. Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah melalui Bendahara
Penerimaan:

2. Sistem dan Prosedur PendaDatan Daerah melalui Bendahara
Penerimaan Pembantul

3. Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah melalui Bank
Pemerintah yang dituniuk, Bank lain, Badan, Lembaga
Keuangan. dan/atau Kantor Pos:

4. Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan;

5. Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD;

6. Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Laniutan (DPAL)-SKPD;

7. Sistem dan Prosedur Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA)-SKPD;

8. Sistem dan Prosedur Anggaran Kas;
9. Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat Penyediaan Dana;
'10. Sistem dan Prosedur Pengajuan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP);
1 1. Sistem dan Prosedur Surat Perintah Membayar (SPM);
'12. Sistem dan Prosedur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

13. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Belanja Uang Persediaan
(UP)'

14. Sistem dan Prosedur" Pembuatan Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) Pengeiuaran; iP

5.



15.

'16.

17.

Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat Pertanggung.iawaban
(SPJ) Pengeluaran Pembantu;
Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja;
Sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD); dan
Sistem dan Prosedur Laporan Keuangan.

Pasal4

Lampiran dari Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara
tentang sistem dan prosedur keuangan daerah ini adalah bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bolaang Mongondow
Utara.

18.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

pasal s

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Eolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di : Boroko
Pada tanqqal .7lwl 2010

Diundangkan di : Boroko
Pada tanqoal : / llPlz,i 2010

SEKRETA,BT5?AERAH
KABUPATEN BOL4A[tc t ONGoNDOW UTARA

//L2
Drs. REKY POSUMAH

PEMBINA UTAMA MUDA
NlP. 19640615 198903 I 020

BERITA DAEMH KABUPATEN BOTAANG MONGONDOW UTAM
TAHUN 2010 NOMOR: to


